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Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memperluas basis PPN melalui
pengurangan fasilitas PPN menjadi objek PPN yang diberikan pembebasan. Dengan adanya perubahan
peraturan ini, maka jasa asurans memiliki kewajiban administratif baru yang harus dipenuhi sebagai pelaku
kebijakan. UU HPP berlaku efektif pada 1 April 2022, dan belum ada peraturan pel aksanaannya saat
penelitian selesai. Kgjian ini akan menganalisis perbedaan kebijakan PPN atas jasa asuransi sebelum dan
sesudah UU HPP berlaku dan akan dikaitkan dengan asas kepastian dan efisiensi. Penelitian ini
menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer dan sekunder
diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa
perbedaan tersebut terletak pada sisi administrasi dan kepastian hukum. Penerapan kebijakan ini belum
memberikan kepastian bagi perusahaan asuransi karena adanya kendala dalam menentukan dasar
pemungutan pajak dan waktu penerbitan faktur pgjak. Karena perusahaan jasa asuransi belum sepenuhnya
melaksanakan kewajiban perpag akannya, maka dari segi efisiensi wajib pgak, kebijakan ini tidak efisien
dengan biaya material, waktu, dan psikologis yang timbul selama pelaksanaan kebijakan ini.

...... The enactment of the Tax Regulations Harmonization Law expanded the VAT base through the
reduction of VAT facilities to become VAT objects that are granted exemptions. With the change in this
regulation, insurance services have new administrative obligations that must be fulfilled as policy actors. the
HPP Law effective dateis on April 1, 2022, and there are no implementing regulations when the research is
completed. This study will analyze the differencesin VAT policies for insurance services before and after
the HPP Law is effective and will be linked to the principles of certainty and efficiency. This research used a
post-positivist approach with a descriptive research type. Primary and secondary data were obtained through
library research and in-depth interviews. The result of the study concluded that the differences were on the
administrative side and legal certainty. The application of this policy has not provided certainty for
insurance companies due to constraints in determining the base of tax collection and time for issuing tax
invoices. Because insurance service companies have not fully implemented their tax obligations, in terms of
taxpayer efficiency, this policy is not efficient with material, time, and psychological costs that arise during
the implementation of this policy.
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